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ABSTRAK 

AKSES KELOMPOK TANI HUTAN TERHADAP SUMBER DAYA   HUTAN 

MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS PADA 

SKEMA PERJANJIAN KEMITRAAN KONSERVASI DI KAWASAN TAMAN 

HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN. 

 

Oleh 

 

Rapitalia 

 

Akses terhadap lahan garapan di kawasan hutan merupakan aspek penting dalam 

keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar hutan, khususnya bagi kelompok tani hutan yang 

menggantungkan penghidupan pada sumber daya hutan. Penelitian ini bertujuan 

menggambarkan bagaimana kelompok tani hutan memperoleh dan mempertahankan akses 

terhadap lahan di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dalam program 

Perhutanan Sosial yaitu skema Kemitraan Konservasi, melalui studi kasus di Dusun Gunung 

Batu, Desa Pampangan, Kabupaten Pesawaran. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada Mei tahun 2025. 

Penelitian menemukan bahwa masyarakat telah mengakses lahan dikawasan Taman Hutan 

Raya Wan Abdul Rachman melalui berbagai mekanisme seperti warisan, paroan, ganti rugi 

tanam tumbuh, hingga sistem gadai sebelum mendapat legalitas melalui skema Perjanjian 

Kemitraan Konservasi. Skema Perjanjian Kemitraan Konservasi menyediakan landasan 

hukum bagi para petani yang menggarap dikawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul 

Rachman sehingga menumbuhkan rasa aman bagi para petani, namun dalam proses 

mendapatkan izin tersebut Kelompok Tani hutan Solo Lestari 1 menghadapi hambatan berupa 

regulasi yang berubah-ubah, kompleksitas birokrasi, dan keterbatasan kapasitas kelompok. 

Dengan menggunakan teori akses dari Ribot dan Peluso, penelitian ini menunjukkan bahwa 

akses terhadap sumber daya tidak hanya ditentukan oleh hak legal, tetapi juga oleh kekuatan 

sosial, jaringan komunitas, dan posisi dalam struktur lokal. Oleh karena itu, manfaat atas lahan 

garapan di kawasan ini tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok tani yang terdaftar 

secara formal, melainkan juga dapat diakses oleh individu-individu yang memiliki jaringan 

sosial kuat dengan para petani penggarap. 

 

 

Kata Kunci: Akses, Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan  



 

  

ABSTRACT 

ACCESS OF FOREST FARMER GROUPS TO FOREST RESOURCES 

THROUGH SOCIAL FORESTRY PROGRAM: A CASE STUDY ON 

CONSERVATION PARTNERSHIP AGREEMENT SCHEME IN WAN 

ABDUL RACHMAN GRAND FOREST PARK 

 

 

By 

 

Rapitalia 

 

 

Access to land in forest areas is a crucial aspect of the sustainability of the lives of 
communities surrounding the forest, particularly for forest farmer groups who rely on forest 

resources for their livelihood. This study aims to describe how forest farmer groups obtain 

and maintain access to land in the Wan Abdul Rachman Grand Forest Park area through the 

Social Forestry program, specifically the Conservation Partnership scheme, through a case 

study in Gunung Batu Hamlet, Pampangan Village, Pesawaran Regency. Data collection was 

conducted through participatory observation, in-depth interviews, and documentation in May 

2025. The study found that the community has accessed land in the Wan Abdul Rachman 

Grand Forest Park area through various mechanisms such as inheritance, sharecropping, 

compensation for crops, and pawning systems before obtaining legitimacy through the 

Conservation Partnership Agreement scheme. The Conservation Partnership Agreement 

scheme provides a legal basis for farmers who cultivate in the Wan Abdul Rachman Grand 

Forest Park area, thereby fostering a sense of security among farmers. However, in the 

process of obtaining permits, the Solo Lestari 1 Forest Farmer Group faced obstacles in the 

form of changing regulations, bureaucratic complexity, and limited group capacity. Using the 

access theory from Ribot and Peluso, this study shows that access to resources is not only 

determined by legal rights but also by social power, community networks, and position within 

the local structure. Therefore, the benefits of land cultivation in this area are not only felt by 

registered group members but can also be accessed by individuals who have strong social 

networks with the farmers. 

 

Keywords: Access, Social Forestry, Forest Farmer Groups. 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(QS. Al-Baqarah : 286) 

 

 

“Tak ada mimpi yang terlalu tinggi, dan tak ada yang patut diremehkan. 

Lambungkan setinggi yang kau inginkan, lalu gapailah dengan selayaknya 

yang kau harapkan. Sebab tidak semua hal harus menjadi ajang pembuktian 

kehebatan diri, kadang, itu hanyalah bagian dari proses kita belajar mengenal 

diri sendiri.” 

-Maudy Ayunda - 

 

 

“Lelah bukan alasan untuk berhenti, itu hanyalah tanda bahwa perjuangan 

panjang baru saja dilewati. Selalu ada harga dalam sebuah proses, jadi nikmati 

saja lelah-lelah itu, dan lebarkan lagi rasa sabar. Sebab hari baik adalah hari 

yang diusahakan dengan kebaikan, hari yang dijemput dengan hal-hal baik.” 

-Boy Chandra- 

 

 

 

“Setiap air mata yang membersamai dalam usahamu adalah saksi dalam 

keberhasilanmu. Tidak ada yang tidak mungkin Allah berikan jika kamu 

terus berusaha dan berdoa. Jalan mungkin terasa berat, tapi yakinlah 

Allah tidak pernah tidur atas setiap perjuangan hamba-Nya. Tetaplah 

melangkah, meski perlahan, karena setiap langkah kecil pun 

mendekatkanmu pada tujuan besar.” 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kelompok tani hutan mengakses 

lahan garapan di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Lampung. 

Saat ini masalah pengelolaan hutan menjadi isu penting, menunjukkan bahwa 

kawasan hutan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan seperti deforestasi 

yang tinggi, konflik tenurial, dan ketimpangan akses sumber daya. Program 

Perhutanan Sosial sudah hadir sejak lama di Indonesia sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan yaitu 

melalui pengelolaan hutan berbasis partisipasi. Namun, implementasi program 

perhutanan sosial di Indonesia secara keseluruhan belum berhasil mendorong 

kesetaraan peran di kalangan masyarakat yang terlibat (Santoso dan Purwanto, 

2021). 

Menurut hasil penelitian Rachmawan dkk. (2021),  meskipun Program 

Perhutanan Sosial dirancang untuk menyediakan akses hukum bagi masyarakat, 

pada kenyataannya masih terdapat kendala berupa kontrol monopoli oleh negara 

yang membatasi potensi masyarakat lokal dalam memperoleh akses tersebut. Selain 

itu, regulasi pemerintah terkait akses petani terhadap sumber daya hutan yang sering 

berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri bagi para petani. Perubahan kebijakan 

ini menciptakan ketidakpastian dan kesulitan bagi masyarakat lokal dalam 

merencanakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sehingga menghambat 

tercapainya tujuan dari Program Perhutanan Sosial untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, 

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam 

bagaimana kelompok tani hutan di Lampung mengakses sumber daya hutan dalam 

konteks regulasi perhutanan sosial terkini, serta untuk mengidentifikasi hambatan 
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yang mereka hadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai 

pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Salah satu masalah hutan yang masih terjadi di Indonesia saat ini adalah 

Deforestasi. Deforestasi merupakan kondisi di mana luas hutan berkurang akibat 

perubahan fungsi lahan menjadi area untuk infrastruktur, permukiman, aktivitas 

pertanian, pertambangan, maupun perkebunan (Yakin, 2015). Tingkat deforestasi 

di Provinsi Lampung terus meningkat, mencapai angka yang dapat mengancam 

hilangnya sumber daya hutan. Menurut penelitian Sanudin dkk. (2016), Lampung 

mengalami deforestasi sebesar 54,56%. Berdasarkan data tersebut, Lampung 

menjadikan provinsi yang mengalami deforestasi paling parah di Indonesia pada 

masa reformasi dan desentralisasi pemerintahan (Budi dkk., 2021). Sementara data 

terbaru dari Badan Pusat Statistik (2021-2022) menunjukkan bahwa laju deforestasi 

di Provinsi Lampung sebesar 557,6 hektar per tahun. Penyebab utama dari 

tingginya laju deforestasi ini adalah aktivitas perambahan dan penebangan liar yang 

berdampak langsung pada kehidupan petani hutan yang menggantungkan 

penghidupannya di daerah sekitar hutan.  

Berbagai penelitian menyoroti fenomena deforestasi dan perambahan hutan 

dapat terjadi di kawasan yang belum memiliki status legal atau pengelolaan resmi. 

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kelestarian hutan menjadi 

salah satu faktor munculnya keterlibatan masyarakat dalam perambahan di mana 

masyarakat memilih menebang kayu sebagai jalan cepat untuk memperoleh 

penghasilan, tanpa harus menempuh proses perizinan yang dianggap panjang dan 

rumit (Katimin, 2019).  Kondisi ekonomi yang terbatas menjadi faktor pendorong 

utama terjadinya perambahan, masyarakat desa di sekitar hutan yang mengandalkan 

pertanian terpaksa memperluas lahan dengan membuka kawasan hutan baru akibat 

peningkatan kebutuhan hidup dan keterbatasan lahan garapan (Wijayanti dkk., 

2023). Dengan demikian, tingginya angka deforestasi ini menegaskan perlunya 

pengelolaan hutan yang terstruktur dan berkelanjutan serta peningkatan akses yang 

lebih merata terhadap sumber daya alam bagi masyarakat, mengingat potensi luas 

kawasan hutan Lampung yang mencapai 1.004.735 hektar atau sekitar 28,45% dari 

total daratan provinsi (Dinas Kehutanan Lampung, 2024). 
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Dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia, akses terhadap sumber daya 

hutan oleh masyarakat lokal telah lama menjadi isu yang kompleks. Sejarah 

monopoli negara atas hutan, melalui kebijakan sentralistik, menciptakan hambatan 

struktural bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara legal. Program 

perhutanan sosial, seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), 

dimulai untuk memberikan solusi atas masalah ini, dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan keinginan hutan. Namun, 

penelitian terdahulu, seperti penelitian (Maryudi dan Krott, 2012), menunjukkan 

bahwa alih-alih meningkatkan akses, program ini sering kali justru menyebarkan 

ruang gerak masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Kontrol negara yang 

tetap dominan melalui regulasi ketat dan pembentukan kelompok formal seperti 

LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sering kali mereduksi kemampuan 

masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hutan. 

Kritik terhadap implementasi program perhutanan sosial di Indonesia 

menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan 

kenyataan di lapangan. Studi Tropenbos Indonesia yang disampaikan dalam buku 

Masyarakat, Hutan, dan Negara: Setengah Abad Perhutanan Sosial di Indonesia 

1970-2020 mengungkapkan bahwa program ini belum berhasil sepenuhnya dalam 

menciptakan kesetaraan peran, baik di tingkat masyarakat lokal maupun dalam 

konteks gender. Perempuan sering kali termarginalisasi dalam pengambilan 

keputusan dan pembagian manfaat. Selain itu, program kontribusi terhadap 

pendapatan rumah tangga masyarakat lokal masih rendah dan jauh dari harapan 

untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas yang bergantung pada hutan 

(Santoso dan Purwanto, 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawan dkk. (2021) menggarisbawahi 

masalah elite capture dalam kelompok masyarakat desa hutan (LMDH). Dominasi 

kelompok elit dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat menciptakan 

ketimpangan yang signifikan, menurunkan kepercayaan anggota terhadap 

pengurus, dan mengurangi partisipasi aktif. Kurangnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan kelompok, ditambah dengan akses informasi yang 

terbatas, semakin mempersulit interaksi sosial di dalam kelompok, hal ini yang 

menyebabkan rendahnya komunikasi dua arah pada akuntabilitas dan pendekatan 
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kolaboratif, sehingga dalam penelitian ini, menekankan perlunya perbaikan tata 

kelola dalam program perhutanan sosial (Rachmawan dkk., 2021). 

Selain itu, pada penelitian Maryudi dan Krott (2012) menemukan bahwa 

program seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sering kali justru 

membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan negara. Regulasi yang 

ketat dan pembentukan kelompok formal seperti LMDH membatasi kemampuan 

masyarakat dalam memanfaatkan hutan secara optimal. Selain itu,  akses terhadap 

lahan garapan dan modal non-uang menjadi salah satu komponen utama sehingga 

membuat distribusinya tetap tidak merata. Akses tenaga kerja pun sering 

bergantung pada hubungan dengan otoritas, seperti Perum Perhutani, yang 

terkadang menggunakan ancaman pencabutan izin bagi masyarakat yang tidak 

patuh terhadap kebijakan otoritas tersebut (Maryudi dan Krott, 2012).  

Dapat kita lihat bahwa kritik terhadap program perhutanan sosial tidak hanya 

mencakup kegagalan teknis, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan 

struktural dalam tata kelolanya. Dengan kontribusi yang minim terhadap 

kesejahteraan ekonomi, ketidakadilan dalam pembagian manfaat, dan tidak adanya 

inklusi sosial, program ini memerlukan reformasi yang mendalam. Pendekatan 

yang lebih partisipatif, transparansi dalam pengelolaan, serta pengintegrasian 

perspektif gender menjadi langkah krusial untuk memastikan program perhutanan 

sosial tidak hanya menjadi proyek administratif, tetapi juga mampu mewujudkan 

inklusi sosial dan keadilan yang nyata. 

Ditengah banyaknya permasalahan kehutanan yang dapat menyebabkan 

terancamnya kelestarian hutan, program Perhutanan Sosial hadir sebagai upaya 

strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan, baik 

di area hutan negara maupun hutan hak, yang memberikan peran utama kepada 

masyarakat lokal sebagai pelaku dan mitra utama untuk meningkatkan 

kesejahteraan serta menjaga kelestarian hutan. (Jamika dkk., 2023). Kebijakan ini 

memberikan hak legal kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola lahan 

secara berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipatif, kebijakan ini diharapkan 

mampu mengurangi tekanan terhadap hutan dan mengatasi ketimpangan dalam 
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akses terhadap sumber daya alam (Abimanyu, 2023). 

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan kebijakan Perhutanan Sosial 

adalah akses masyarakat terhadap sumber daya, baik fisik maupun sosial, yang 

mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan Damanik dkk 

(2021) Studi pada masyarakat agroforestri di Desa Sidoharjo dan Jati Agung 

menunjukkan bahwa akses fisik berupa kualitas jalan desa signifikan dalam 

mendukung pendapatan rumah tangga agroforestri, terutama melalui aktivitas off-

farm seperti industri rumah tangga. Selain itu, modal sosial, terutama jejaring, juga 

berperan besar dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, 

sementara modal fisik seperti kepemilikan tanah dan ternak menjadi faktor 

pendukung utama (Damanik dkk., 2021). Selain itu  Ariani Pulungan dkk., (2015) 

melakukan penelitian pada program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di KPHP 

Gedong Wani menemukan bahwa faktor aksesibilitas, seperti jarak lahan ke pusat 

desa, tidak signifikan mempengaruhi tingkat kesetujuan masyarakat terhadap 

rencana pengembangan HTR. Sebaliknya, kepemilikan properti, seperti kendaraan, 

lebih berperan dalam mendorong dukungan masyarakat terhadap program ini. Hal 

ini menunjukkan bahwa akses terhadap alat atau sarana produksi lebih penting 

dibandingkan akses fisik dalam mendukung pengelolaan hutan berbasis 

masyarakat. (Ariani Pulungan dkk., 2015). 

Di Provinsi Lampung, salah satu  wilayah implementasi Perhutanan Sosial 

berada di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman (Tahura WAR). Implementasi 

Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) di 

Lampung dimulai sejak 2017 melalui skema kemitraan konservasi, yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang 

Pengelolaan Hutan, yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. 83/2016 serta Perdirjen KSDAE No. 6/2018. Skema ini 

memberikan akses legal kepada masyarakat yang telah menggarap kawasan hutan 

untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) tanpa membuka lahan baru 

(Wijaya dan Supardi, 2020). Pada Desember 2024 terdapat sebanyak 43 Kelompok 

Tani Hutan (KTH) telah menandatangani perjanjian kerja sama Kemitraan 

Konservasi, yang mengatur hak dan kewajiban terkait pemanfaatan sumber daya 

hutan secara berkelanjutan (Dishut Lampung, 2025). Partisipasi KTH menjadi 
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kunci keberhasilan program ini, dengan keterlibatan mereka dalam pengelolaan 

hutan, rehabilitasi ekosistem, dan peningkatan manfaat ekonomi berbasis HHBK 

seperti buah-buahan dan getah-getahan. Namun, regulasi yang ketat juga 

diterapkan, termasuk pembatasan aktivitas untuk mencegah kerusakan hutan, serta 

evaluasi berkala oleh pihak pengelola untuk memastikan kegiatan KTH sesuai 

dengan fungsi konservasi kawasan (Sembiring, 2024) 

Pada hakikatnya, implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di kawasan 

Tahura WAR masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Mufida dkk. (2024). 

Konflik tenurial menjadi salah satu masalah utama dalam implementasi program 

ini. Konflik ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti benturan regulasi, 

kebutuhan masyarakat akan lahan yang luas, dan rendahnya kepercayaan terhadap 

otoritas pengelola. Misalnya, batas kepemilikan lahan maksimal dua hektar sering 

kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah mengelola lahan turun-

temurun. Di sisi lain, ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan juga 

menjadikan pembatasan akses demi konservasi sebagai isu yang sensitif, berpotensi 

memicu ketegangan antara tujuan pelestarian dan kebutuhan ekonomi masyarakat 

setempat. 

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, skema kemitraan konservasi 

dalam program Perhutanan Sosial yang diatur dalam Perdirjen KSDAE No. 6/2018 

hadir sebagai solusi dengan menyediakan akses resmi bagi masyarakat melalui 

perjanjian kerjasama dengan pihak pengelola hutan. Melalui skema ini, masyarakat, 

khususnya kelompok tani hutan (KTH) di sekitar Tahura WAR, diberikan hak untuk 

mengelola lahan secara legal dengan menerapkan praktik agroforestri. Pendekatan 

ini memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan 

sekaligus meningkatkan pendapatan. Namun, perbedaan dalam penguasaan lahan 

berpotensi memicu konflik tenurial. Sebagian masyarakat khawatir lahan yang telah 

mereka garap sebelum program kemitraan konservasi, dengan luas melebihi 2 

hektar, akan diambil alih oleh pengelola hutan. Hal ini karena program kemitraan 

konservasi membatasi pengelolaan hingga maksimal 2 hektar per kepala keluarga. 

Kekhawatiran ini dapat memicu ketimpangan sosial yang berpotensi menghambat 

keberhasilan program pelestarian. (Mufidah dkk., 2024) 
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Kasus diatas mengilustrasikan bahwa status legal dalam pengelolaan hutan 

menjadi faktor kunci dalam mendukung akses masyarakat terhadap sumber daya 

dan peluang ekonomi. Berdasarkan penelitian oleh Adi dkk. (2024) di Taman 

Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum, Kapuas Hulu, menjelaskan bahwa 

kelompok tani hutan yang memiliki hak kelola resmi melalui kemitraan konservasi 

memperoleh akses lebih baik terhadap sumber daya hutan dan peluang ekonomi. 

Mereka bisa mengembangkan kegiatan seperti ekowisata dan pemanfaatan hasil 

hutan non-kayu. Sebaliknya, kelompok yang tidak memiliki hak legal menghadapi 

lebih banyak tantangan dalam mengakses sumber daya hutan, membuat mereka 

lebih rentan terhadap eksploitasi dan kesulitan dalam mengembangkan kegiatan 

ekonomi berkelanjutan (Adi dkk., 2024) 

Selain memberikan akses ekonomi, status legal juga berpengaruh besar 

terhadap inklusi sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Badollahi dkk. (2023) di 

Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa kepastian hukum yang jelas memiliki peran 

krusial dalam memperkuat inklusi sosial, dengan mendorong partisipasi aktif 

masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hasil penelitian di Kabupaten Ngawi ini 

mengungkapkan bahwa kepastian hukum telah meningkatkan kesejahteraan serta 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, memungkinkan kelompok tani 

untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih optimal dan mendukung 

keberlanjutan ekonomi lokal. Dengan adanya legalitas, posisi kelompok tani 

menjadi lebih kuat dalam mengakses sumber daya secara efisien (Badollahi dkk., 

2023).  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini 

dilakukan dengan studi kasus untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan 

valid terkait akses kelompok tani hutan terhadap sumber daya dalam program 

Perhutanan Sosial. Lokasi penelitian adalah di kawasan Taman Hutan Raya Wan 

Abdul Rachman (Tahura WAR), Provinsi Lampung. Lokasi ini menarik untuk 

diteliti karena mencakup wilayah yang strategis namun kompleks, dengan sebagian 

besar masyarakat sekitar bergantung pada hasil hutan dan pertanian untuk 

keberlangsungan hidup. Tantangan seperti batas maksimal pengelolaan lahan dua 

hektar, akses terbatas terhadap pasar, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber 
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daya yang adil. Infrastruktur penunjang seperti akses jalan menuju lahan garapan 

juga masih kurang memadai. Dengan kondisi ini, peneliti memilih subjek penelitian 

berupa anggota kelompok tani hutan, baik yang memiliki maupun tidak memiliki 

sertifikasi kemitraan konservasi, untuk memahami bagaimana status legalitas dari 

perhutanan sosial yang memengaruhi akses terhadap sumber daya dan distribusi 

manfaat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika perhutanan sosial 

dan peran penting legalitas dalam mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan 

lingkungan di kawasan Tahura WAR. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, peneliti merumuskan pertanyaan 

penelitian yaitu:  

1. Bagaimana mekanisme akses kelompok tani hutan terhadap lahan garapan 

dalam program Perhutanan Sosial di Tahura Wan Abdul Rachman? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi kelompok tani hutan dalam memperoleh 

dan mempertahankan akses terhadap lahan garapan akibat dinamika 

perubahan regulasi Perhutanan Sosial? 

3. Bagaimana perubahan kebijakan dalam program Perhutanan Sosial 

berdampak pada distribusi manfaat bagi kelompok tani hutan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sebagai upaya untuk memahami dinamika akses masyarakat terhadap sumber 

daya hutan dalam konteks kebijakan Perhutanan Sosial, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menggambarkan mekanisme akses yang dimiliki kelompok tani hutan 

terhadap sumber daya hutan, khususnya lahan garapan dalam Program 

Perhutanan Sosial di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. 

2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh kelompok tani hutan dalam 

memperoleh dan mempertahankan akses terhadap lahan garapan, terutama 

dalam konteks dinamika dan perubahan regulasi Perhutanan Sosial. 

3. Menganalisis dampak perubahan kebijakan dalam program Perhutanan Sosial 

terhadap distribusi manfaat yang diterima oleh kelompok tani hutan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, 

yaitu: 

1. Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang 

akses sumber daya hutan dalam program Perhutanan Sosial, khususnya terkait 

pengelolaan lahan oleh kelompok tani hutan. 

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait 

akses pengelolaan lahan serta memberikan panduan bagi kelompok tani hutan 

dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara inklusif. 

1.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini menggambarkan bagaimana program Perhutanan Sosial berperan 

dalam memberikan akses kepada kelompok tani hutan terhadap lahan garapan, 

dengan menggunakan Teori Akses Ribot dan Peluso (2003) sebagai kerangka 

analisis utama. Penelitian ini secara khusus menyoroti dua aspek utama, yaitu 

hambatan dalam akses lahan garapan dan dampak perubahan kebijakan terhadap 

distribusi manfaat bagi kelompok tani hutan. 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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Dalam aspek hambatan akses , penelitian ini  mengidentifikasi berbagai faktor 

yang menghambat kelompok tani dalam memperoleh dan mempertahankan akses 

terhadap lahan garapan, baik dari segi regulasi, sosial-ekonomi, maupun dinamika 

kekuasaan. Sementara itu, dalam aspek dampak perubahan kebijakan, penelitian ini 

akan mengeksplorasi bagaimana regulasi yang terus berkembang mempengaruhi 

distribusi manfaat yang diterima oleh kelompok petani hutan, serta bagaimana 

perubahan ini berdampak pada kesejahteraan dan keinginan mereka. 

Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya berusaha memahami 

mekanisme akses lahan dalam program Perhutanan Sosial tetapi juga memberikan 

gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan yang berlaku dapat 

mendukung atau justru membatasi akses kelompok petani hutan. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai 

pentingnya akses yang inklusif dalam mendorong kesejahteraan kelompok tani 

hutan serta kepemilikan sumber daya hutan. 



 

 

 

 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Akses Terhadap Sumberdaya 

Menurut Ribot dan Peluso (2003), akses dipahami sebagai “kemampuan untuk 

memperoleh manfaat dari sesuatu,” yang melibatkan kekuatan dalam hubungan 

sosial yang mengatur penggunaan sumber daya. Dari perspektif ini, akses bukan 

hanya tentang hak legal atau kepemilikan formal, tetapi lebih luas lagi meliputi 

faktor-faktor yang mempengaruhi siapa yang dapat menggunakan sumber daya dan 

dalam kondisi apa. Akses memainkan peran penting sebagai pintu masuk bagi 

kelompok yang mencari pengaruh. Biasanya, akses ini dikendalikan oleh pihak-

pihak tertentu yang berperan sebagai “penjaga gerbang” yang menetapkan batasan 

siapa yang dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Binderkrantz dan 

Pedersen, 2022). Dengan demikian, kelompok yang memiliki akses ke ranah politik 

akan lebih mampu memberikan pengaruh dalam proses tersebut, hal ini menyoroti 

pentingnya akses yang setara dalam pengambilan keputusan. 

Bagi kelompok Marjinal, akses dapat menjadi jembatan antara keterbatasan 

struktural dan peluang untuk berpartisipasi lebih luas. Dalam konteks akses 

sumberdaya dalam hukum bagi masyarakat miskin, akses terhadap layanan hukum 

dan institusi sangat penting untuk memungkinkan keterlibatan mereka dalam proses 

sosial dan ekonomi. Tantangan dalam mengakses layanan ini menunjukkan bahwa 

masih banyak upaya yang diperlukan untuk memahami mekanisme akses guna 

mendorong inklusi sosial secara lebih efektif. (Salim, 2018). Mengatasi kendala ini 

memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor yang menghambat atau mendukung 

seseorang untuk mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. 

Akses pada aspek ekonomi, menitik beratkan bahwa kemampuan ekonomi individu 

atau kelompok untuk mendapatkan barang atau jasa tanpa kepemilikan juga 

menjadi faktor penting. Praktik berbagi sumber daya ini diatur oleh norma budaya 
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dan hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Dalam konteks ini, akses bukan 

hanya sebuah masalah individual, tetapi juga terkait erat dengan jaringan sosial dan 

struktur ekonomi yang ada (Eckhardt dan Bardhi, 2016) 

Teori akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso membantu kita 

memahami bagaimana orang atau kelompok dapat berhubungan dengan sumber 

daya tanpa harus memiliki hak formal atasnya. Mereka mendefinisikan akses 

sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu,” yang mencakup 

aspek relasi sosial dan dinamika kekuasaan yang lebih luas. Jadi, akses bukan hanya 

tentang memiliki hak formal, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang dapat 

menggunakan sumber daya dan dalam kondisi apa. Dengan pandangan ini, konsep 

akses lebih luas daripada sekadar kepemilikan, karena mencakup aspek sosial yang 

mempengaruhi siapa yang dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Ribot dan 

Peluso juga mengusulkan konsep "bundel kekuatan" sebagai pengganti "bundel 

hak" untuk menggambarkan berbagai kekuatan yang memungkinkan seseorang 

mengakses sumber daya tanpa harus memiliki hak kepemilikan resmi. Dengan kata 

lain, akses diartikan sebagai kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan 

sumber daya meskipun tanpa kepemilikan legal. Pemahaman ini memberi wawasan 

yang lebih luas dalam melihat akses sebagai sesuatu yang kompleks. 

Teori Akses ini juga menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi akses 

seseorang terhadap sumber daya, seperti relasi sosial, aturan dan lembaga yang ada, 

serta kekuasaan ekonomi dan politik. Faktor-faktor ini bisa menjadi penghambat 

atau pendukung dalam mengakses sumber daya. Seperti halnya jaringan sosial 

dapat memberikan akses khusus bagi seseorang, sedangkan aturan dan kebijakan 

institusi dapat membatasi atau memperluas akses tersebut (Myers dkk., 2018). 

Menurut Febryano dkk. (2015), Akses dalam pemanfaatan hutan di Indonesia saat 

ini didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di kawasan hutan. 

Mekanisme akses dapat memberdayakan individu atau kelompok meliputi berbagai 

faktor, seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas 

sosial, negosiasi, dan hubungan sosial. Akses terhadap pasar hasil hutan menjadi 

hal yang sangat penting untuk memastikan petani dapat menjual hasil lahan mereka 

dengan harga yang layak. Selain itu, identitas sosial juga memainkan peran penting, 

di mana petani yang memiliki akses ini dapat memperoleh manfaat sumber daya 
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yang lebih besar (Ribot dan Peluso, 2003). Dengan demikian, akses adalah hasil 

dari interaksi sosial dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. 

Untuk menganalisis akses ini lebih mendalam, Peluso dan Ribot (2003) 

mengembangkan pendekatan analisis akses yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

siapa saja yang dapat memperoleh akses, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan 

bagaimana akses tersebut berubah tergantung konteksnya. Pendekatan ini 

bermanfaat bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan 

distribusi sumber daya yang lebih adil dan tepat sasaran di berbagai wilayah. 

Namun, penting untuk menyadari adanya hambatan sosial dan ketidaksetaraan yang 

dapat menghalangi akses. Hambatan ini bisa berupa kesenjangan ekonomi atau 

informasi yang membuat beberapa kelompok sulit mendapatkan akses. Oleh karena 

itu, dalam memahami akses, perlu mempertimbangkan ketidakadilan dan 

diskriminasi yang ada agar analisis lebih menyeluruh. 

Dengan pendekatan ini, teori akses dari Ribot dan Peluso menawarkan 

pandangan yang lebih komprehensif tentang akses terhadap sumber daya. Selain 

penting dalam penelitian, pendekatan ini membantu pembuat kebijakan merancang 

strategi distribusi dan pengelolaan sumber daya yang lebih adil. Perbedaan antara 

akses dan hak menjadi penting dalam memahami bagaimana individu dan 

kelompok berinteraksi dengan sumber daya. Dalam perspektif Ribot dan Peluso, 

akses diartikan sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu,” 

sementara hak lebih merujuk pada otoritas formal yang diberikan oleh hukum untuk 

memanfaatkan sumber daya (Ribot dan Peluso, 2003). Dengan demikian, akses 

mencakup dimensi sosial dan kekuasaan yang lebih luas, tidak terbatas pada aspek 

kepemilikan formal saja. Akses dikonseptualisasikan sebagai “kumpulan 

kekuasaan,” yang menunjukkan bahwa relasi sosial, lembaga, dan kekuasaan 

memainkan peran penting dalam mengatur akses ke sumber daya (Ribot dan Peluso, 

2003).  

Akses Sumber daya hutan juga menjadi objek persaingan antara berbagai aktor, 

termasuk lembaga kehutanan negara, masyarakat lokal, organisasi konservasi, dan 

pihak non-negara. Proses pengelolaan hutan mencerminkan interaksi yang 

kompleks di antara aktor-aktor ini, masing-masing mengejar kepentingan mereka 
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sendiri. Kondisi ini kerap memicu konflik yang berdampak signifikan pada tata 

kelola dan kehidupan masyarakat setempat. Dari perspektif ekologi, hutan tidak 

hanya dipandang sebagai entitas biologis, tetapi juga sebagai arena dinamika sosial 

dan politik. Dalam konteks ini, berbagai aktor berlomba untuk menguasai sumber 

daya hutan demi kepentingan masing-masing, menciptakan tantangan dalam 

pengelolaan yang adil dan berkelanjutan (Peluso dan Vandergeest, 2020). 

Dapat disimpulkan bahwa akses terhadap sumber daya tidak hanya mencakup 

hak formal, tetapi juga melibatkan kemampuan praktis dan hubungan sosial yang 

memungkinkan individu atau kelompok untuk memanfaatkannya. Akses yang 

terbuka dan inklusif memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat, terutama 

kelompok rentan atau terpinggirkan, untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi 

dan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini memungkinkan 

masyarakat mengembangkan potensi ekonomi melalui pengelolaan lahan, 

keterlibatan dalam produksi lokal, serta pengembangan usaha kecil yang didukung 

sumber daya alam. Selain itu, dengan pengaturan akses yang adil, manfaat dapat 

diterima masyarakat secara lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, dan 

mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, akses yang inklusif dan adil 

berpotensi memperkuat fondasi ekonomi masyarakat serta mendorong kemandirian 

dan keinginan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. 

2.2 Perhutanan Sosial 

Perhutanan sosial merupakan pendekatan pengelolaan hutan yang bertujuan 

melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta pemanfaatan 

sumber daya hutan secara berkelanjutan. Pendekatan ini muncul sebagai respon 

terhadap kebutuhan akan pengelolaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya di negara-negara dengan potensi hutan yang luas seperti 

Indonesia (Firdaus, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. 4 Tahun 2023, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan 

yang berkelanjutan di kawasan hutan negara atau hutan adat, dengan masyarakat 

setempat atau masyarakat hukum adat sebagai aktor utama. Sistem ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, serta 

dinamika sosial-budaya.  
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Sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang dikenal sebagai perhutanan 

sosial dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan adat, dengan masyarakat 

setempat atau masyarakat yang diatur oleh hukum adat bertindak sebagai agen 

utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Wahyuni, 2023). Di Indonesia, 

perhutanan sosial dilaksanakan melalui berbagai bentuk pengelolaan, termasuk 

Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan 

Kehutanan. Inisiatif-inisiatif ini disesuaikan untuk menyelaraskan dengan sifat 

sosial, budaya, dan ekonomi penduduk setempat, yang memungkinkan anggota 

masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan negara sambil 

memastikan keberlanjutannya (Amaliyah dkk., 2023). Oleh karena itu, tujuan 

perhutanan sosial tidak hanya sekadar meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sekitar; mereka juga fokus pada pelestarian keberlanjutan lingkungan, dengan 

mematuhi prinsip keberlanjutan (Firdaus, 2018). 

Selama kurun waktu yang panjang, perhutanan sosial telah dikembangkan 

melalui berbagai kegiatan, awal mulanya melalui inisiatif tumpang sari di dalam 

Perhutani dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh HPH/HTI 

(Wahyuni, 2023). Konsep perhutanan sosial pertama kali dipresentasikan oleh 

Westoby selama Kongres Kehutanan Persemakmuran ke-9 yang diadakan di Delhi 

pada tahun 1968. Westoby mencirikan perhutanan sosial sebagai bentuk 

pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memastikan manfaat dan perlindungan 

yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (Dongre, 2011).  

Pada era Orde Baru, kebijakan kehutanan yang menerapkan Hak Pengusahaan 

Hutan (HPH) sejak tahun 1970-an berdampak buruk terhadap lingkungan sekaligus 

memperparah kemiskinan masyarakat sekitar hutan (Santoso dan Purwanto, 2021). 

Di Indonesia, pelaksanaan perhutanan sosial dimulai sebagai  inisiatif 

pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, termasuk Hutan Desa, Hutan Adat, 

Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat. Perkembangan ini muncul 

sebagai respons kegelisahan sebagian orang atas dampak sosial dan lingkungan 

kehutanan akademik sejak tahun 1990-an, yang  telah memperburuk tingkat 

deforestasi dan mengintensifkan kesenjangan sosial di antara masyarakat sekitar 

hutan(Santoso dan Purwanto, 2021). 
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Setelah era Orde Baru, pemerintah pusat mulai membuka peluang lebih besar 

bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan hutan (Wahyuni, 2023). 

Salah satu langkah signifikan adalah mendorong konsep perhutanan sosial sebagai 

prioritas dalam strategi pengelolaan sumber daya alam, khususnya di daerah 

pedalaman (Dongre, 2011). Sejak tahun 1995, perhutanan sosial di Indonesia 

mengalami kemajuan signifikan dengan penguatan landasan hukum. Hal ini diawali 

dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menjadi 

dasar utama pengelolaan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya. 

Kemudian, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan 

hutan. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 3 

Tahun 2008 mengatur tata hutan, menyusun rencana pengelolaan, dan pemanfaatan 

hutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012, 

wilayah adat diakui sebagai bagian dari kawasan hutan negara. Upaya ini diperkuat 

dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 

83 Tahun 2016, yang merevisi kebijakan sebelumnya untuk mendukung program 

perhutanan sosial. Kebijakan ini terus diperbarui dengan Peraturan Menteri LHK 

No. 4 Tahun 2023, yang memberikan pedoman teknis terbaru dalam implementasi 

perhutanan sosial secara efektif di Indonesia (Wahyuni, 2023). 

Saat ini Program Perhutanan Sosial menjadi bagian dari program strategi 

nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2014–2019 dan 2019–2024, dimana Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 

12,7 juta hektare untuk program perhutanan sosial dan menyusun berbagai regulasi 

yang menjadi dasar pelaksanaannya, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

(Santoso dan Purwanto, 2021). Salah satu program perhutanan sosial yang 

dilaksanakan di Tahura Wan Abdul Rachman adalah memberikan akses kepada 

masyarakat yang telah terlanjur menggarap di kawasan konservasi yaitu melalui 

Program Kemitraan Konservasi. Kemitraan Konservasi diatur dalam Perdirjen 

KSDAE No.6/2018 Tentang Petunjuk  Teknis Kemitraan Konservasi pada kawasan 

suaka alam dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kemitraan 

konservasi.  Tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk mencapai 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam berpartisipasi mengelola dan 
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melestarikan kawasan konservasi. Hak yang diberikan bukanlah hak milik yang 

berstatus tetap di hutan negara namun pembatasannya juga diatur dalam 

P.6/KSDAE/2018 untuk meminimalisir kerusakan hutan yang dilakukan oleh 

masyarakat (Mufidah dkk., 2024). 

Kemitraan Konservasi yang diatur dalam Perdirjen KSDAE No. 6/2018 

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses hukum 

kepada mereka yang sudah mengelola lahan di dalam kawasan konservasi. Kerja 

sama ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu 

(HHBK) secara resmi, sekaligus mendorong peningkatan kemampuan dan 

kesadaran mereka dalam melestarikan hutan. Legalitas tersebut diharapkan 

membantu masyarakat mengenali, melindungi, dan mengelola sumber daya hutan 

secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan 

adanya jaminan legalitas, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam mengelola 

kawasan hutan, sehingga pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat 

ekonomi yang optimal (Mufidah dkk., 2024). Oleh karena itu, program Perhutanan 

Sosial tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, 

tetapi juga pada pelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip keinginan (Firdaus, 

2018). Melalui regulasi yang komprehensif dan dukungan kolaboratif dari 

pemerintah serta para pemangku kepentingan, program perhutanan sosial memiliki 

peluang besar untuk mencapai tujuan utama yaitu kelestarian lingkungan serta 

peningkatan kesejahteraan di sekitar hutan. 

Menurut Myrna Safitri (2022) Untuk memperkuat keberlanjutan program 

Perhutanan Sosial di Indonesia, perlu adanya percepatan pada implementasinya, 

dengan adanya usaha berikut ini;  

1. Adanya komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden yang menetapkan 

Perhutanan Sosial sebagai prioritas pembangunan nasional. 

2. Pemerintah menyusun serangkaian kebijakan dengan target yang jelas 

untuk mendukung evaluasi kinerja birokrasi kehutanan.  

3. Kelompok masyarakat sipil turut memberikan dukungan aktif, mendorong 

percepatan pencapaian target melalui pendekatan partisipatif.  
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Dengan kombinasi langkah-langkah strategis ini, Perhutanan Sosial tidak 

hanya menjadi solusi atas konflik tenurial, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian 

hutan sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan 

hutan.(Safitri, 2022). 

2.3 Persoalan Akses Dalam Perhutanan Sosial 

Perhutanan sosial menjadi salah satu solusi strategis dalam memberikan akses 

legal bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola sumber daya hutan 

secara berkelanjutan. Program ini bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan 

pengurangan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama 

pengelolaan hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016. Akses yang diberikan mencakup lima skema 

utama, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, 

Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, yang memberikan kepastian hukum hingga 

35 tahun (Mahardika dkk., 2021). Keberhasilan pelaksanaan skema ini bergantung 

pada keamanan tenurial, yang memberikan kepastian hak pengelolaan kepada 

masyarakat lokal dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis hutan. Selain itu, 

kemitraan kehutanan antara masyarakat dan otoritas hutan membuka peluang 

kolaborasi untuk pengelolaan yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Namun, 

pelaksanaan program ini juga dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan 

kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan dan konflik penggunaan lahan, yang 

memerlukan penyelesaian melalui negosiasi antar pemangku kepentingan. Dengan 

pendekatan yang tepat, perhutanan sosial mampu menjadi alat efektif dalam 

mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan 

(Rakatama dan Pandit, 2020). 

Persoalan akses dalam perhutanan sosial mencakup berbagai dimensi yang 

saling berkaitan, mulai dari hubungan sosial, kekuatan dan otoritas, hingga proses 

dan metode pengelolaan sumber daya. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan 

menjadikan mereka sangat rentan ketika akses terhadap sumber daya hutan dibatasi. 

Kondisi ini sering kali melahirkan masalah sosial seperti kemiskinan, konflik, dan 

aktivitas penebangan liar yang berpotensi merusak ekosistem (Faizal dkk., 2023). 

Selain itu, rendahnya akses terhadap sumber daya hutan menunjukkan distribusi 
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yang tidak merata, terutama karena dominasi kekuatan otoritas yang 

mengendalikan kebijakan pengelolaan hutan. Program perhutanan sosial hadir 

untuk memberikan ruang kelola yang lebih adil bagi masyarakat, namun 

implementasinya kerap menghadapi kendala dalam memastikan partisipasi yang 

setara dan manfaat yang nyata (Gunawan dan Afriyanti, 2019). 

Melalui pendekatan partisipatif seperti restorasi gambut dan agroforestri, 

perhutanan sosial juga menawarkan metode inovatif untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk 

memanfaatkan potensi sumber daya secara terencana dan berkelanjutan, yang 

diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal serta 

menciptakan hasil ekonomi dan jasa lingkungan yang (Gunawan dan Afriyanti, 

2019). Namun demikian, keberhasilan program ini memerlukan dukungan 

kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, agar mereka mampu 

mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan bertanggung jawab. Upaya ini 

harus dilandasi oleh distribusi manfaat yang adil dan transparan untuk memastikan 

keberlanjutan sosial dan ekonomi di kawasan yang menjadi target program (Faizal 

dkk., 2023). 

Persoalan akses dalam perhutanan sosial kerap diwarnai oleh ketimpangan dan 

eksklusi, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang terorganisir atau tidak 

memiliki koneksi ke institusi formal (Sahide dkk., 2020). Akses dalam konteks ini 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya, 

yang sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa dan mekanisme sosial yang tidak 

merata (Budi dkk., 2021). Proses pra-lisensi, misalnya, memerlukan akses terhadap 

informasi, fasilitator, dan dukungan administratif, yang sering kali menjadi 

hambatan bagi masyarakat yang tidak memiliki kapasitas organisasi yang memadai 

(Budi dkk., 2021). Setelah lisensi diperoleh, akses terhadap sumber daya tetap 

bergantung pada kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan area hutan secara 

produktif, yang biasanya membutuhkan fasilitasi eksternal untuk menjembatani 

kesenjangan keterampilan dan sumber daya (Budi dkk., 2021). Sayangnya, 

dominasi elit lokal dan jaringan aktor eksternal dalam proses pengelolaan kerap 

menciptakan hambatan tambahan, menjadikan kelompok rentan semakin tersisih 

dari manfaat program ini. Selain itu, tumpang tindih mandat antara institusi 
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tradisional dan formal memperumit keberhasilan implementasi kebijakan, 

menghambat pencapaian tujuan sosial dan ekonomi dari perhutanan sosial (Sahide 

dkk., 2020) 

 

 



 

 

 

 

  

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami serta menggali secara mendalam 

fakta atau realitas dari suatu fenomena atau permasalahan (Jhon, W, 2015). 

Pendekatan studi kasus bertujuan untuk menelusuri secara mendalam suatu kasus 

atau fenomena yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). 

Penelitian ini menggambarkan bagaimana program Perhutanan Sosial berperan 

dalam memberikan akses kepada kelompok tani hutan terhadap lahan garapan, 

dengan menggunakan Teori Akses Ribot dan Peluso (2003) sebagai kerangka 

analisis utama. Penelitian ini secara khusus menyoroti dua aspek utama, yaitu 

hambatan dalam akses lahan garapan dan dampak perubahan kebijakan terhadap 

distribusi manfaat bagi kelompok tani hutan.  

Dalam aspek hambatan akses, penelitian ini  mengidentifikasi apa saja faktor 

yang menghambat kelompok tani dalam memperoleh dan mempertahankan akses 

terhadap lahan garapan, baik dari segi regulasi, sosial-ekonomi, maupun dinamika 

kekuasaan. Sementara itu, dalam aspek dampak perubahan kebijakan, penelitian ini 

mengeksplorasi bagaimana regulasi yang terus berkembang mempengaruhi 

distribusi manfaat yang diterima oleh kelompok petani hutan, serta bagaimana 

perubahan ini berdampak pada kesejahteraan dan keinginan mereka. Dengan 

pendekatan ini, penelitian tidak hanya memahami mekanisme akses lahan dalam 

program Perhutanan Sosial tetapi memberikan gambaran menyeluruh tentang 

bagaimana kebijakan yang berlaku dapat mendukung atau justru membatasi akses 

kelompok petani hutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

yang mendalam mengenai pentingnya akses yang inklusif dalam mendorong 

kesejahteraan kelompok tani hutan serta kepemilikan sumber daya huta



 

 

 

22 

 

  

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini hendak dilakukan di blok tradisional Resort Kedondong Kawasan 

Tahura  Wan Abdul Rachman Register 19 Gunung Betung, Desa Pampangan, 

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa 

Pampangan dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa ini memiliki kelompok 

tani hutan yang telah melalui pengajuan izin kemitraan konservasi yang cukup lama 

sejak tahun 20, dan desa inni merupakan salah satu desa penyangga Kawasan 

Tahura Wan Abdul Rachman. Keberadaan kelompok tani hutan yang teregistrasi 

ini memberikan gambaran nyata tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat 

yang dilakukan secara resmi dan berkelanjutan. Dengan kondisi geografis 

perbukitan yang ada di desa ini tentunya mendukung kegiatan agroforestri, yang 

menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Selain itu, 

masyarakat di desa ini sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk menunjang 

ekonomi keluarga, baik melalui hasil panen dari agroforestri maupun kegiatan lain 

yang terkait pemanfaatan hutan. Dengan karakteristik tersebut, Kelompok tani yang 

berada di Desa  Pampangan ini memberikan konteks yang relevan bagi peneliti 

untuk mengamati bagaimana mekanisme akses serta hambatan dan distribusi 

manfaat bagi kelompok tani hutan dalam program Perhutanan Sosial.  

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada dinamika akses kelompok tani hutan dalam 

pengelolaan lahan melalui program Perhutanan Sosial di kawasan Taman Hutan 

Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), Provinsi Lampung. Mengacu pada teori 

akses yang dikemukakan oleh Nancy Peluso dan Jesse Ribot, maka, fokus 

penelitian ini dirinci ke dalam tiga aspek utama yaitu: 

1. Mekanisme awal kelompok tani hutan dalam memperoleh akses terhadap 

lahan garapan di kawasan Tahura WAR, baik sebelum maupun sesudah 

hadirnya skema legalitas melalui Program Perhutanan Sosial. 

2. Dinamika dan tantangan yang dihadapi kelompok tani hutan dalam 

mempertahankan akses terhadap lahan, khususnya akibat perubahan 

regulasi Perhutanan Sosial serta keterbatasan kapasitas administratif dan 

birokrasi yang kompleks. 
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3. Faktor-faktor sosial yang memengaruhi kemampuan kelompok tani hutan 

dalam mendapatkan dan mempertahankan akses serta distribusi manfaat, 

termasuk relasi sosial, posisi tawar kelompok, dan inklusi kelompok rentan 

dalam skema pengelolaan. 

3.4 Penentuan Informan 

Keberhasilan suatu penelitian kualitatif sangat bergantung pada kualitas 

informasi yang diberikan oleh informan yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman langsung terhadap topik yang dikaji (Creswell, 2014). Dalam 

penelitian ini, informan yg diwawancarai adalah individu-individu yang terlibat 

langsung dalam Program Perhutanan Sosial di Desa Pampangan, khususnya 

anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Solo Lestari 1 yang telah melalui proses 

panjang dalam pengajuan izin kemitraan konservasi di kawasan Taman Hutan Raya 

(Tahura) Wan Abdul Rachman. 

a. Kriteria Informan 

Peneliti menetapkan dua kategori utama informan, yaitu informan utama dan 

informan pendukung: 

1. Informan Utama 

Informan utama dalam penelitian ini berasal dari anggota Kelompok Tani 

Hutan (KTH) Solo Lestari 1 yang berada di Dusun Gunung Batu, Desa 

Pampangan. Kelompok ini dipilih karena telah berhasil membentuk 

kelompok, telah melalui proses pengajuan perjanjian kemitraan konservasi, 

serta memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan lahan di kawasan Tahura 

Wan Abdul Rachman. 

Karakteristik informan utama adalah sebagai berikut: 

• Telah bertani di kawasan Tahura selama minimal lima tahun; 

• Aktif dalam pengelolaan lahan garapan dan kegiatan kelompok; 

• Berusia antara 30 hingga 60 tahun; 

• Memiliki pemahaman mengenai proses pengajuan legalitas, 

pemanfaatan lahan, dan pemenuhan persyaratan dalam program 

Perhutanan Sosial. 
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2. Informan Pendukung 

Informan pendukung adalah pihak-pihak yang memiliki peran dalam 

kerangka kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan 

hutan, di antaranya: 

• Pendamping atau penyuluh kelompok tani hutan, yang memiliki peran 

penting dalam pemberdayaan masyarakat, yang memberikan 

pendampingan teknis dan administratif kepada kelompok tani, serta 

memiliki wawasan terkait hambatan sosial, administratif, dan ekonomi 

yang dihadapi oleh kelompok dalam memperoleh serta 

mempertahankan akses kelola. 

b. Teknik Perolehan Informan 

Peneliti menggunakan teknik snowball sampling dalam menentukan informan. 

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri informan secara berantai berdasarkan 

rekomendasi dari informan kunci. Pada tahap awal, peneliti melakukan wawancara 

dengan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Solo Lestari 1, yaitu Bapak Legimin, 

yang kemudian merekomendasikan sejumlah informan lain yang dinilai memiliki 

pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap keterlibatan dalam Program 

Perhutanan Sosial dan telah lebih dari 5 tahun mengelola lahan di Kawasan Tahura 

Wan Abdul Rachman. Melalui teknik ini, peneliti menjangkau informan-informan 

yang relevan, serta memiliki peran penting dalam praktik pengelolaan lahan, 

pengambilan keputusan, maupun dinamika sosial kelompok. Pendekatan ini 

membantu peneliti mendapatkan data yang lebih relevan dan kontekstual mengenai 

pelaksanaan kemitraan konservasi di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. 

Berikut ini adalah data informan dalam penelitian ini: 
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Tabel 1. Profil Informan Penelitian 

Nama 

Informan 

Jenis 

Kelamin 

Jabatan / Peran Usia 

(Tahun) 

Legimin Laki-laki Ketua KTH Solo Lestari 1 49 

Desyana Perempuan Istri Bapak Legimin 47 

Rohmani  Laki-laki Sekretaris KTH Solo Lestari 1 52 

Marsono Laki-laki Anggota KTH Solo Lestari 1 50 

Sanuri Laki-laki Pengurus KTH Solo Lestari 2 73 

Erwin Laki-laki Sekretaris KTH Solo Lestari 2 39 

Zahirin Laki-laki Anggota Solo Lestari 1 dan Pekerja di 

kebun Bapak Legimin 

72 

Ariyansyah Laki-laki Anggota Solo Lestari 1 dan Pekerja di 

kebun Bapak Legimin 

36 

Marno Laki-laki Anggota Solo Lestari 1 51 

Hasbuna Laki-laki Anggota Solo Lestari 1 58 

Zus Kurnia Laki-laki Kepala Dusun Gunung Batu 50 

M. Rasit Laki-laki Anggota Solo Lestari 1 50 

Armainah Perempuan Anggota Solo Lestari 1 56 

Maria Perempuan Pekerja upahan panen dan pascapanen 

kakao 

52 

Fitri Perempuan Pekerja upahan panen dan pascapanen 

kakao 

34 

Yuli Perempuan Pekerja upahan pascapanen kakao 39 

Darsih Perempuan Pekerja upahan panen 49 

Darkem Perempuan Pekerja upahan panen 44 

Titin Perempuan Pekerja upahan panen 46 

Fatimah Perempuan Pekerja pascapanen kakao 47 

Darmi Perempuan Pekerja upahan panen 48 

Asih Perempuan Penyuluh kehutanan UPTD KPHK 

Tahura WAR 

53 

Sumber: Hasil Survei dan Wawancara, 2025 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Selain penentuan informan, teknik pengumpulan data juga memainkan peran 

penting dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data yang 

memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam studi kasus, terdapat beberapa prinsip 

yang perlu diperhatikan saat mengumpulkan data, di antaranya adalah penggunaan 

berbagai sumber bukti data yang berasal dari dua atau lebih sumber tetap harus 

menghasilkan kesimpulan atau temuan yang sama. Prinsip berikutnya adalah 

pembuatan data dasar yang mencakup kumpulan formal dari berbagai bukti yang 

terpisah dari laporan akhir studi kasus tersebut. Prinsip terakhir adalah adanya 

keterkaitan yang eksplisit antara pertanyaan penelitian yang diajukan dengan data 

yang dikumpulkan, serta komposisi yang disusun. (Yin, 2000). Dalam penelitian 

ini, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

3.5.1 Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

untuk mengamati dan mengetahui keadaan dan kondisi lapangan dari informan. 

Menurut Robert K Yin (2000) Observasi lapangan dalam studi kasus 

memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati situasi secara langsung. 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara partisipatif pada KTH Solo 

Lestari, di Dusun Gunung Batu. Pada penelitian ini mengamati secara langsung 

praktik pengelolaan lahan, kondisi fisik area garapan, serta interaksi sosial dalam 

kelompok tani, dan peran perempuan pada praktik kegiatan pertanian. Observasi 

ini bertujuan memperkuat temuan wawancara, memahami hambatan akses 

lahan, dan menilai sejauh mana program perhutanan sosial dapat berdampak 

pada aktivitas serta hubungan sosial-ekonomi petani di lapang. Berikut ini adalah 

data hasil observasi; 
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Tabel 2. Observasi Lapangan 

No Tanggal 

Observasi 

Lokasi 

Observasi 

Aspek yang 

Diamati 

Hasil Observasi 

1 3 Mei 2025 Kebun  

Bapak  

Legimin 

Kegiatan 

Panen Kakao 

(Ngunduh 

dan Ngubak) 

Para pekerja saling 

menunggu untuk mulai 

panen, menunjukkan 

solidaritas dan koordinasi 

kerja yang baik dan kuatnya 

rasa kekeluargaan diantara 

para pekerja upahan dan 

para petani. 

2 2–3 Mei 

2025 

Rumah  

Bapak  

Legimin 

Aktivitas 

kegiatan 

Meretelin 

Kakao 

Terdapat manfaat ekonomi 

yang dirasakan oleh pekerja 

upahan meretelin Kakao. 

3 2 –11 Mei 

2025 

Rumah  

Bapak  

Legimin 

Aktivistas 

harian 

seorang istri 

Petani. 

Peneliti melihat langsung 

peran Perempuan dalam 

pertanian, yaitu Ibu 

Desyana menyiapkan bekal 

suami. Ini bagian dari 

kontribusi domestik nyata. 

5 4 Mei 2025 Halaman 

rumah 

warga, 

Dusun 

Gunung Batu 

Aktivitas 

harian pasca 

panen 

Adanyya Peran Perempuan 

pada saat pasca panen, yaitu 

Perempuan terlihat 

meratakan biji kakao yang 

dijemur secara manual, 

bagian dari pascapanen. 

6 Tidak 

dicantumkan 

Lahan 

garapan  

Bapak  

Legimin 

Kegiatan 

memanen 

cabai 

dikebun. 

Adanya pembagian kerja 

Perempuan dalam 

membantu kegiatan secara 

langsung di kebun Bapak 

Legimin ngoret rumput, Ibu 

Desyana memetik cabai. 

Peran setara dalam 

pengelolaan lahan. 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2025 
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3.5.2 Wawancara 

Menurut Robert K. Yin (2018) wawancara dilakukan dengan tujuan 

menggali informasi tidak hanya seputar fakta-fakta dan peristiwa, tetapi juga 

pendapat dan perspektif informan terkait peristiwa tersebut. Wawancara 

memberikan ruang bagi responden untuk mengemukakan pandangan pribadi 

mengenai aspek-aspek penting dalam program Perhutanan Sosial. Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta 

tantangan yang dihadapi oleh berbagai aktor dalam program Perhutanan Sosial. 

Peneliti menelusuri bagaimana kelompok petani hutan mengakses dan 

mengajukan legalitas lahan, termasuk hambatan administratif atau birokrasi 

yang mereka hadapi serta perbedaan pengalaman antara kelompok yang telah 

memiliki legalitas dengan yang belum memilikinya. Selain itu, wawancara 

mengeksplorasi dinamika sosial dan kelembagaan dalam kelompok tani hutan, 

mulai dari struktur organisasi, pembagian peran, hingga bentuk kerja sama dan 

solidaritas antaranggota dalam pengelolaan lahan. 

Peneliti juga menyoroti tantangan yang dihadapi para petani hutan, baik 

dari aspek regulasi, ekonomi, maupun sosial, serta strategi yang mereka gunakan 

untuk mempertahankan akses lahan dan meningkatkan produktivitasnya. Selain 

itu, wawancara dengan pemangku kepentingan lain, seperti Penyuluh KTH dan 

Pihak KPHK Tahura Wan Abdul Rachman dapat memberikan perspektif yang 

lebih luas mengenai implementasi Perhutanan Sosial yang diterapkan di 

Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman serta aspek hambatan yang 

mempengaruhi hambatan yang dialami oleh KTH dalam mengakses izin 

Perjanjian Kemitraan Konservasi. Selain itu, wawancara dilakukan untuk 

menggali informasi mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan 

Perhutanan Sosial, termasuk bagaimana legalitas atau ketidaklegalan 

mempengaruhi kesejahteraan petani, hubungan sosial di dalam kelompok petani 

maupun dengan pihak luar, serta potensi konflik terkait akses dan pemanfaatan 

lahan. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Dusun Gunung Batu dan 

area garapan KTH Solo Lestari 1 selama periode penelitian lapangan pada 2-11 

Mei 2025. Informan utama yang diwawancarai meliputi ketua, sekretaris, dan 

anggota kelompok tani, kepala dusun, serta pekerja perempuan. Proses 



 

 

 

29 

 

  

wawancara dilakukan secara informal, sering kali beriringan dengan kegiatan 

seperti panen, pasca panen atau aktivitas harian lainnya. Topik yang dibahas 

mencakup proses legalisasi, hambatan administratif, sejarah pengelolaan lahan, 

pembagian kerja, hingga dampak legalitas terhadap rasa aman dan kesejahteraan 

petani. 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pelengkap dari teknik observasi 

dan wawancara agar data yang diperoleh lebih kredibel dan dapat dipercaya. 

Dalam studi kasus, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang relevan, 

khususnya untuk penelitian yang fokus pada masyarakat yang telah mengenal 

budaya baca tulis (Yin, 2018). Berikut ini dokumen yang dikumpulkan sebagai 

penunjang hasil penelitian; 

Tabel 3. Daftar Dokumen yang Dikaji dalam Penelitian 

No Nama Dokumen Bentuk 

Dokumen 

Keterangan / Isi Pokok 

1 Arsip Blok 

Pengelolaan Tahura 

Wan Abdul 

Rachman 

Dokumen 

Arsip Tata 

Kelola 

Berisi sejarah, deskripsi 

kawasan, kajian dan 

alaisis kriteria blok dan 

deskripsi masin-masing 

blok . 

3 Peta Penataan Blok 

Tahura Wan Abdul 

Rachman 

Peta Skema 

Blok 

Menampilkan pembagian 

blok kawasan Tahura 

Wan Abdul Rachman.  

4 Dokumen 

Administrasi 

Kelengkapan data 

permohonan  izin 

Kemitraan 

Konservasi 

Arsip  

Proposal 

Resmi 

Profil kelompok, 

dokumen pembentukan 

KTH, dan data anggota 

KTH Solo Lestari 1 

5 Peta Garapan KTH 

Solo Lestari 1 

Peta Wilayah 

Garapan 

Menunjukkan lokasi, 

batas-batas, dan luas 

lahan yang dikelola 

anggota kelompok. 

Sumber: Pengumpulan Dokumen Peneliti, 2025 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah 

yang berujung pada penyimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

menurut Robert K. Yin (2018). Adapun Langkah-langkah yang ditempuh peneliti 

dalam menganalisis dan mengolah data meliputi: 

3.6.1 Kondensasi Data 

Dalam mengumpulkan data di lapangan melalui observasi, survei, 

wawancara, dan dokumentasi, peneliti mencatat berbagai informasi yang 

diperoleh. Setelah itu, peneliti melakukan kondensasi data, yaitu menyaring 

dan merangkum informasi, kemudian mengelompokkan data yang relevan 

dengan topik penelitian. Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengelompokkan data wawancara ke dalam tiga tema utama 

berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, data observasi yang beragam selama 

di lapangan, seperti aktivitas panen, kerja upahan, pembagian kerja perempuan 

di kebun dan dapur, serta kebersamaan dalam makan siang, dikondensasikan 

ke dalam bentuk narasi dan disajikan dalam gambar pada bab 5. Data 

dokumentatif seperti peta garapan, arsip kelompok, dan dokumen perjanjian 

juga dirangkum dan diklasifikasikan untuk mendukung data pada gambaraan 

umum. Dengan Proses ini membantu peneliti memahami data dengan lebih 

jelas dan memudahkan pengumpulan data tambahan jika masih ada yang 

kurang sampai data dianggap cukup (jenuh). 

3.6.2 Pembuatan Penjelasan   

Teknik ini membantu peneliti mengembangkan penjelasan yang lebih 

mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, 

teknik pembuatan penjelasan (Explanation Building) digunakan untuk 

memahami hubungan sebab akibat dari fenomena akses lahan dalam program 

Perhutanan Sosial. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi 

berdasarkan bukti guna menjelaskan bagaimana mekanisme akses lahan 

bekerja, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hambatan yang dihadapi 

kelompok petani hutan dalam memperoleh dan mempertahankan akses 

terhadap lahan garapan. 
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Teknik ini membantu mengungkap bagaimana perubahan kebijakan 

Perhutanan Sosial berdampak pada distribusi manfaat bagi kelompok petani 

hutan. Dengan merangkai temuan penelitian dalam suatu pola penjelasan yang 

sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi keterkaitan antara kebijakan, 

dinamika sosial-ekonomi kelompok tani, serta peran aktor-aktor yang terlibat 

dalam mengelola akses terhadap sumber daya hutan. Pendekatan ini cocok 

digunakan dalam penelitian studi kasus karena memungkinkan peneliti untuk 

tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memahami “mengapa” dan 

“bagaimana” suatu peristiwa terjadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

peran kebijakan dalam menciptakan akses yang lebih inklusif bagi kelompok 

petani hutan di Tahura Wan Abdul Rachman. 

3.6.3 Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap ini bertujuan untuk mencari pola atau hubungan yang muncul dari 

data yang terkumpul dengan seksama. Setelah pola atau keterkaitan ditemukan, 

peneliti menarik kesimpulan sementara untuk memperoleh pemahaman 

mengenai makna di balik data tersebut. Langkah ini melibatkan proses 

verifikasi, di mana kesimpulan yang masih bersifat tentatif tersebut diperiksa 

kembali untuk memastikan bahwa data valid dan konsisten. Jika diperlukan, 

data yang sudah dikumpulkan, dirangkum, dan disajikan kemudian diulas 

kembali untuk mencapai kesimpulan yang lebih kuat dan akurat. Proses ini 

sangat penting untuk menjaga integritas penelitian dan memastikan bahwa 

kesimpulan akhir benar-benar mencerminkan temuan penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting, untuk memastikan 

data benar dan dapat dipercaya yaitu menggunakan teknik triangulasi. Pada 

penelitian yaitu menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber dilakukan 

dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari 

berbagai informan melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada 23 informan 

yaitu pengurus dan anggota KTH Solo Lestari 1, serta Penyuluh Kelompok dari 
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KPHK Tahura Wan Abdul Rachman. Tujuannya adalah untuk memperoleh data 

dari perspektif yang berbeda namun membahas pokok permasalahan yang sama. 

Apabila data dari berbagai sumber tersebut menunjukkan kesesuaian dan 

konsistensi terhadap kebutuhan penelitian, maka data tersebut dianggap valid dan 

dapat dapat digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

VI . KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap lahan garapan di 

kawasan Tahura Wan Abdul Rachman tidak hanya bergantung pada keberadaan 

hak formal dari negara, melainkan juga dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan 

praktik lokal yang telah berlangsung lama. Dalam hal ini, dinamika legalitas dan 

inklusi sosial tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan hubungan kuasa yang 

berkembang di tingkat komunitas. 

Berdasarkan temuan yang telah dianalisis, maka diperoleh beberapa poin 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme Akses terhadap Lahan 

Sebelum adanya legalitas melalui skema kemitraan konservasi, masyarakat 

telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengakses dan mengelola lahan, 

seperti melalui warisan keluarga, ganti rugi tanam tumbuh, paroan, hingga sistem 

gadai. Mekanisme-mekanisme ini lahir dari hubungan sosial yang kuat di tingkat 

komunitas dan telah membentuk legitimasi tersendiri di mata masyarakat. Temuan 

ini sejalan dengan teori akses Ribot dan Peluso (2003), yang menekankan bahwa 

akses bukan semata-mata soal kepemilikan legal, melainkan kemampuan untuk 

memperoleh manfaat dari sumber daya melalui jaringan sosial, posisi dalam 

komunitas, dan kekuasaan yang melekat. 

2. Hambatan dalam Proses Legalitas 

Masuknya program Perhutanan Sosial dengan pendekatan kemitraan 

konservasi menjadi titik balik penting dalam hubungan antara masyarakat dan 

negara. Legalitas formal memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi 

masyarakat dalam mengelola lahan. Namun demikian, proses menuju legalitas
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tersebut tidak berjalan mulus. Adanya perubahan regulasi, kompleksitas birokrasi 

yang panjang, serta keterbatasan kapasitas administratif kelompok menjadi 

tantangan tersendiri. Banyak anggota kelompok merasa jenuh, bahkan sebagian 

mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses legalisasi. Hambatan-hambatan ini 

menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya tidak selalu ditentukan negara, 

tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dapat menavigasi kerumitan sistem 

tersebut. 

3. Dampak Legalitas terhadap Distribusi Manfaat 

Kehadiran legalitas memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. 

Dari sisi sosial, masyarakat mengalami peningkatan rasa aman, memperkuat 

hubungan sosial melalui gotong royong, serta membuka ruang partisipasi bagi 

kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti perempuan dan warga yang tidak 

memiliki lahan garapan. Sementara dari sisi ekonomi, legalitas membuka peluang 

bagi peningkatan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja musiman, 

dan memperluas akses terhadap bantuan pemerintah maupun lembaga konservasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketika negara memberikan pengakuan terhadap 

kelompok pengelola, maka distribusi manfaat pun menjadi lebih terbuka dan 

berkeadilan. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa akses terhadap sumber 

daya hutan adalah hasil dari proses sosial, sejarah, dan politik yang kompleks. 

Akses tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau hak legal, namun juga 

oleh kekuatan-kekuatan sosial yang memungkinkan seseorang untuk tetap dapat 

mengelola, memanfaatkan, dan mempertahankan lahan secara berkelanjutan. 

program Perhutanan Sosial yang dirancang negara hanya akan berhasil bila mampu 

mengakui dan mengintegrasikan praktik-praktik lokal yang telah lama berlangsung 

dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan hutan 

konservasi secara inklusif dan berkeadilan sangat bergantung pada sejauh mana 

negara mampu membangun dialog yang sejajar dengan masyarakat, menghormati 

legitimasi sosial yang ada, dan mendorong pendistribusian manfaat yang adil bagi 

seluruh anggota kelompok, termasuk kelompok rentan. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar pembaca atau 

peneliti berikutnya melakukan penelitian serupa pada wilayah dan kondisi sosial-

ekonomi yang berbeda, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih luas. 

Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk lebih memperdalam pada fokus 

dinamika kelas sosial dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dan bagaimana 

hubungan kekuasaan mempengaruhi keberhasilan program Perhutanan Sosial. 
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